
 
 

 
 

BUPATI ROKAN HULU 

PROVINSI RIAU 
 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN ROKAN HULU 

NOMOR  8  TAHUN  2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI ROKAN HULU, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah 

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Bupati wajib mengajukan Peraturan  Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan  Perwakilan  

Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama; 

 b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah  yang diajukan 

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam 

perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon 

anggaran sementara yang telah disepakati antara 

Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 

September 2023; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam  huruf  a dan huruf  b,  perlu menetapkan Peraturan  

  Daerah Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023. 

 

 SALINAN 



 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan 

Hulu, Kabupaten Rokan Hillir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten 

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008, tentang 

perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 53 

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang   Nomor   17   Tahun   2003 tentang 

Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004 tentang 

Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara   Republik   

Indonesia   Tahun   2004 Nomor   5,  Tambahan   

Lembaran   Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

44210); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6827); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 



 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik   Indonesia   Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi Nomor 6177); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6847); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 



 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) 

sebagaimana telah diubah dengan Peratuan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112); 

18. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 Tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Rapublik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 215); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan 

Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 

Dana Operasional (berita Negara Republik Indonesia 

tahu 2017 Nomor 1067); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 36 Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1447); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021  

tentang  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan Peraturan  

Daerah  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan  Daerah  tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah tentang 



 

Penjabaran  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah 

dan Rancangan  Peraturan  Kepala  Daerah tentang 

Penjabaran  Perubahan Anggaran  Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 431); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.07/2022 

tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan 

Kinerja Tahun Berjalan Periode Kedua pada Tahun 2022 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

1173); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295); 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 

Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

715); 

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-

1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 

tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 tahun 2017 tentang 

Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 

Riau Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017;  

30. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1/1/2023 

tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan 

Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/ 

Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023; 

31. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 7370/X/2023 

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

dan Rancangan Peraturan Bupati Rokan Hulu tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

32. Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 

Kpts.233/VI/2022 tentang Perubahan Keputusan 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 



 

Kpts.144/IV/2020 tentang Perubahan Keputusan 

Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor Kpts. 

169/IV/2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 

Keuangan Khusus untuk Kabupaten/ Kota dalam 

Rangka Efektivitas Pelaksanaan Tugas Camat Se 

Provinsi Riau; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011 Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 1 Tahun 2011; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan 

Hulu Tahun 2022 Nomor 9); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2); 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  KABUPATEN ROKAN HULU 

Dan 

BUPATI  ROKAN HULU 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Bupati adalah Bupati Rokan Hulu. 



 

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah DPRD Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan 

uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah 

berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

6. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 

meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah APBD Rokan Hulu yang merupakan rencana keuangan 

tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.  

8. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

9. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

berkenaan. 

10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

11. Surplus/ defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan 

daerah dengan belanja daerah. 

 

BAB II 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula 

sebesar Rp.1.685.187.049.868,00 bertambah sebesar  

Rp.243.874.181.099,00  sehingga menjadi Rp. 1.929.061.230.967,00 dengan 

rincian sebagai berikut : 

 



 

a. Pendapatan Daerah       

1. Semula   Rp.  1.674.632.049.868,00 

2.  Bertambah/(berkurang)  Rp.     209.989.109.157,00 

Jumlah pendapatan daerah setelah  

perubahan Rp. 1.884.621.159.025,00  

b. Belanja Daerah       

1.  Semula  Rp.  1.685.187.049.868,00  

2. Bertambah/(berkurang)  Rp.     242.874.181.099,00  

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.  1.928.061.230.967,00   

 

Surplus / (Defisit) setelah Perubahan   Rp.      (43.440.071.942,00) 

 

c. Pembiayaan  Daerah : 

1. Penerimaan Pembiayaan        

 1)  Semula  Rp.       10.555.000.000,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.       33.885.071.942,00   

Jumlah penerimaan daerah setelah  

perubahan   Rp.        44.440.071.942,00   

2. Pengeluaran Pembiayaan       

1)  Semula  Rp.              - 

2)  Bertambah / (Berkurang)  Rp.         1.000.000.000,00  -        

 Jumlah pengeluaran daerah setelah  

perubahan   Rp.         1.000.000.000,00- 

 

Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 43.440.071.942,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.             - 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  

huruf a, bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah  

1) Semula  Rp.   135.432.111.868,00  

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.     21.744.278.120,00  

 Jumlah pendapatan asli daerah setelah  

perubahan    Rp.   157.176.389.988,00  

 

 



 

b. Pendapatan Transfer  

1) Semula  Rp. 1.539.199.938.000,00  

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.    188.113.106.374,00 

Jumlah pendapatan transfer setelah  

perubahan Rp. 1.727.313.044.374,00 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah   

1) Semula  Rp.              - 

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.           131.724.663,00   

 Jumlah lain-lain pendapatan daerah  

 yang sah setelah perubahan Rp.          131.724.663,00  

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, 

bersumber dari: 

a. Pajak Daerah   

1) Semula  Rp.    60.500.298.828,00 

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.    10.713.000.000,00   

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.   71.213.298.828,00   

b. Retribusi Daerah  

1) Semula  Rp.    13.227.813.040,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.        (780.000.000,00) 

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp.   12.447.813.040,00 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  

1) Semula  Rp.      2.153.000.000,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.         147.000.000,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah  

 perubahan  Rp.      2.300.000.000,00 

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  

1) Semula  Rp.     59.551.000.000,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.     11.664.278.120,00 

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah  

yang sah setelah perubahan  Rp.   71.215.278.120,00   

(2) Pendapatan Transfer  sebagaimana  dimaksud  pada pasal 3 huruf b, 

bersumber dari: 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 

1) Semula  Rp.1.419.281.733.000,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.   114.055.106.374,00 



 

Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah  

perubahan  Rp.1.533.336.839.374,00 

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah  

1) Semula    Rp.  119.918.205.000,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.    74.058.000.000,00 

Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah  

perubahan       Rp.  193.976.205.000,00   

(3) Lain-lain Pendapatan  Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 3 huruf c, bersumber dari : 

a. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

1) Semula  Rp.                              - 

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.         131.724.663,00   

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah perubahan Rp.        131.724.663,00      

        

Pasal 5 

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, 

terdiri atas : 

a. Belanja Operasi  

1) Semula  Rp.1.185.637.313.245,00    

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.     99.725.610.277,00   

Jumlah belanja operasional setelah  

perubahan  Rp.1.285.362.923.522,00   

b. Belanja Modal   

1) Semula  Rp.  237.620.318.507,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.  139.304.352.128,00   

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp.  376.924.670.635,00 

c. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula  Rp.    20.919.246.129,00   

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.   (11.583.726.129,00) 

Jumlah belanja tidak terduga setelah  

perubahan Rp.     9.335.520.000,00 

d. Belanja Transfer 

1) Semula  Rp.  241.010.171.987,00    

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.    15.427.944.823,00   

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp.  256.438.116.810,00  



 

 

Pasal 6 

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri 

atas : 

a. Belanja Pegawai 

1) Semula  Rp.   685.201.017.231,00    

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.    (11.407.354.471,00)   

 Jumlah belanja pegawai setelah  

 perubahan Rp.   673.793.662.760,00   

b. Belanja Barang dan Jasa 

1) Semula  Rp.   448.671.836.014,00    

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.     90.669.577.788,00   

 Jumlah belanja barang dan jasa setelah  

 perubahan Rp.   539.341.413.802,00   

c. Belanja Hibah 

1) Semula Rp.     51.163.460.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.     19.999.386.960,00   

 Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.    71.162.846.960,00   

d. Belanja Bantuan Sosial  

1) Semula Rp.          601.000.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.          464.000.000,00   

 Jumlah belanja bantuan sosial setelah  

 perubahan Rp.       1.065.000.000,00   

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas: 

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

1) Semula Rp.     61.406.794.507,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.         (166.925.650,00)   

 Jumlah belanja modal peralatan dan mesin  

 setelah perubahan Rp.     61.239.868.857,00   

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan  

1) Semula Rp.     57.726.176.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.       8.590.799.890,00   

 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan  

 setelah perubahan Rp.     66.316.975.890,00   

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi 

1) Semula Rp.   109.478.801.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.   130.030.351.065,00   



 

 Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi  

 setelah perubahan Rp.   239.509.152.065,00   

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

1) Semula Rp.      8.958.547.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.         820.126.823,00 

 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya  

 setelah perubahan Rp.      9.778.673.823,00   

e. Belanja Modal Aset Lainnya 

1) Semula Rp.          50.000.000,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.          30.000.000,00 

 Jumlah belanja modal aset lainnya  

 setelah perubahan Rp.           80.000.000,00   

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, 

terdiri atas : 

a. Belanja Tidak Terduga 

1) Semula Rp.     20.919.246.129,00    

2) Bertambah / (Berkurang) Rp.    (11.583.726.129,00)   

 Jumlah belanja tidak terduga setelah  

 perubahan Rp.       9.335.520.000,00   

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dala pasal 5 huruf d, terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil 

1) Semula  Rp.       7.372.811.187,00    

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.       1.063.800.000,00   

 Jumlah belanja bagi hasil setelah  

 perubahan Rp.       8.436.611.187,00   

b. Belanja Bantuan Keuangan 

1) Semula  Rp.   233.637.360.800,00  

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.     14.364.144.823,00   

 Jumlah belanja bantuan keuangan  

 setelah perubahan Rp.   248.001.505.623,00 

 

Pasal 7 

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 

terdiri atas : 

a. Penerimaan Pembiayaan 

1) Semula  Rp    10.555.000.000,00           

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp.   33.885.071.942,00 



 

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah  

perubahan Rp     44.440.071.942,00 

b. Pengeluaran Pembiayaan 

1) Semula  Rp.                              -            

2) Bertambah / (Berkurang)  Rp       1.000.000.000,00 

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah  

perubahan Rp.     1.000.000.000,00 

 

Pasal 8 

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, 

terdiri atas : 

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 

1) Semula  Rp.   10.555.000.000,00        

2) Bertambah / (Berkurang)            Rp.   33.885.071.942,00 

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran  

tahun sebelumnya setelah perubahan Rp.   44.440.071.942,00 

 

Pasal 9 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan 

Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan 

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang 

selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2023; 

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian 

luar biasa; 

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau 

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan 

pelayanan publik. 

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang 

anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja  daerah  yang  bersifat  mengikat  dan  belanja  yang bersifat 

wajib;



 

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah 

dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan 

perundang-undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran   daerah   lainnya   yang   apabila   ditunda   akan 

menimbulkan kerugian  yang  lebih  besar  bagi  Pemerintah 

Daerah dan atau masyarakat. 

 

Pasal 10 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari : 

a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD  yang  Diklasifikasi  

Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan 

Pembiayaan; 

b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD  yang  Diklasifikasi  

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi,  Program,  Kegiatan,  

Sub Kegiatan, Kelompok,  Jenis  Pendapatan, Belanja, 

dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan 

Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

e. Lampiran  V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah 

Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan 

SPM; 

g. Lampiran VII  Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan 

Perubahan APBD; 

h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada 

Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan 

Perubahan APBD; 

i. Lampiran IX  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan 

Program Prioritas Daerah; 



 

j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; 

k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 

l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal dan Investasi daerah lainnya; 

m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Tetap Daerah; 

n. Lampiran XIV Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset 

Lain- Lain; 

o. Lampiran XV Daftar Sub  Kegiatan  Tahun  Jamak  (multy years); 

p. Lampiran XVI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam 

Tahun Anggaran yang direncanakan; 

q. Lampiran XVII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 

r. Lampiran XVIII Daftar Pinjaman Daerah 

 

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai 

Landasan Operasional Pelaksanaan APBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. 

    
 Ditetapkan di Pasir Pengaraian,     

 Pada tanggal,  1  November 2023 
 

BUPATI ROKAN HULU, 
 

ttd 
 

S U K I M A N 

Diundangkan di Pasir Pengaraian 
Pada tanggal,  1  November 2023 

                                                                Salinan sesuai aslinya, 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN ROKAN HULU, 

 
          ttd 

 
MUHAMMAD ZAKI 
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